
1 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 
    

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG 
 

NOMOR   9   TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

IZIN GANGGUAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SINTANG, 
 

 
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan tempat 

usaha di Kabupaten Sintang, maka untuk mencegah 
dampak kerugian, bahaya, dan gangguan terhadap 
kepentingan umum dan lingkungan perlu adanya 
penertiban, pengendalian, dan pengawasan 
penyelenggaraan tempat usaha; 
 

  b. bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian dan 
pengawasan penyelenggaraan tempat usaha serta untuk 
meningkatkan partisipasi pengusaha dalam pembangunan 
daerah, maka perlu diatur tentang izin gangguan; 
 

    c. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, 
perlindungan, penyederhanaan, dan penjaminan kepastian 
hukum dalam berusaha; 
 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang 
Izin Gangguan; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
 
 
 
 
 
                                                              2. Undang-Undang… 
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  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3890); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3274); 
 

  6. Undang–Undang Nomor  28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851); 
 

  7. Undang–Undang Nomor  31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
                      

10. Undang-Undang…                                  
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  10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
 

  11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 
 

  12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

  13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 
 

  15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 
 

  16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
 

  17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 
 

  18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
                   
 
 

19. Undang-Undang…                                              
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  19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 
 

  20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 
 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 
 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4575); 
 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 
 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4593); 
 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 
 
 
 
 
 

27. Peraturan… 
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  27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4741); 
                                                                                 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8); 
 

  29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
25); 
 

  30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 
1). 
 

  31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 2); 
 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG 
dan 

BUPATI SINTANG 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
 

   2. Bupati… 
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2. Bupati adalah Bupati Sintang, selaku Kepala Daerah Kabupaten Sintang. 
 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang adalah lembaga 

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

 
4. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak 

menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman 
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus. 

 
5. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat 

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang 
dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, tidak termasuk 
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah. 

 
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

 
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi 

yang dikenakan atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang 
pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian 
dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan 
usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan 
ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban 
lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. 

 
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan 

dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap 
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu 
tempat. 

 
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang 
tertentu di Kabupaten Sintang. 

 
10. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat pemerintah daerah 

yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola penyelenggaraan 
pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. 

 
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

 
 
 
 
 

12. Penyidik… 
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12. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan. 

 
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disingkat PPNS 

adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 
melakukan penyidikan. 

 
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara 

yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 
 

BAB II 
PERIZINAN 

 
Pasal 2 

 
(1)  Setiap orang pribadi atau Badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan di 

wilayah Kabupaten Sintang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, 
dan/atau gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk. 

   
(2) Tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang diwajibkan memiliki Izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
 

a. tempat usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, 
Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus; 
 

b. tempat usaha/kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan 
yang telah memiliki Izin Gangguan; 

 
c. tempat usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan 

atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan 
atau persil; 

 
d. tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 
 
(3)  Dalam surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat persyaratan  

dan kewajiban yang harus dipenuhi/dipatuhi oleh pemegang izin. 
 
(4)   Sebelum Izin diterbitkan, Bupati wajib: 
 

a. memperhatikan rencana tata ruang wilayah; 
 

b. mempertimbangkan peran serta masyarakat sekitar tempat usaha; 
 

c. mendengar saran/pertimbangan dari Instansi yang dianggap perlu 
berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang dimintakan izin. 

 
(5) Bupati dengan pertimbangan instansi terkait dapat menolak permohonan Izin. 
 

(6) Penolakan… 



8 

 

(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai alasan-
alasan penolakannya.                                          

 
                                         

BAB III 
KRITERIA GANGGUAN 

 
Pasal 3 

 
(1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari: 

 
a. gangguan terhadap lingkungan; 

 
b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan; dan 

 
c. gangguan terhadap ekonomi. 

 
(2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara 
dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan. 
 

(3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau 
ketertiban umum. 

 
(4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi ancaman terhadap: 
 

a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau 
 

b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di 
sekitar lokasi usaha. 

 
 

BAB IV 
PERSYARATAN IZIN 

 
Pasal 4 

 
(1) Permohonan izin gangguan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan 

mengisi formulir permohonan izin gangguan yang dilampiri dengan 
persyaratan sebagai berikut : 

 
a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Perusahaan yang bersangkutan; 
 

b. Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
 

c. Foto Copy Akta pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan 
Hukum/Badan Usaha atau foto copy Anggaran Dasar yang sudah 
disahkan bagi Koperasi; 

 
d. Foto Copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir 

sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan industri; 
 

 
e. Foto… 
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e. Foto Copy Sertifikat atas tanah, bukti perolehan tanah;      
                                                                                    

f. Rancangan tata letak instalasi, mesin, atau peralatan dan perlengkapan 
bangunan industri, yang telah disetujui oleh pimpinan Perusahaan 
pemohon atau yang dikuasakan/ Sketsa Lokasi;    

                                                                         
g. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan. 

 
(2) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 
 

a.    nama penanggung jawab usaha/kegiatan; 
 
b.    nama perusahaan; 
 
c.    alamat perusahaan; 
 
d.    bidang usaha/kegiatan; 
 
e.    lokasi kegiatan; 
 
f.    nomor telepon perusahaan; 
 
g.    wakil perusahaan yang dapat dihubungi; 
 
h.    ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam 

menjalankan usaha; dan 
 
i.    pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 5 
 

Adapun persyaratan untuk  pendaftaran ulang Izin Gangguan sebagai berikut : 
 
a. Pengisian formulir pendaftaran ulang; 

 
b. Foto Copy Surat Izin Gangguan; 
 
c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 
 

 

BAB V 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

 
Pasal 6 

 
(1) Bupati berwenang menerbitkan Izin Gangguan. 
 
(2) Bupati dapat menunjuk Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang 

pelayanan Izin Gangguan sebagai Pejabat yang berwenang menerbitkan 
Izin Gangguan.  

 
(3) Pelayanan Izin Gangguan diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu. 
                                                     
 
 

Pasal 7…                                                     
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Pasal 7 
 

(1) Dalam menyelenggarakan perizinan dikenakan retribusi yang diatur dengan 
Peraturan Daerah tersendiri. 

(2) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berwenang memproses izin wajib 
mencantumkan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
secara jelas, pasti dan terbuka. 

(3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan 
dalam lampiran keputusan tentang pemberian izin. 

(4) Setiap penerimaan retribusi yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai 
bukti pembayaran. 

(5) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 
(lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan 
lengkap dan benar. 

(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi oleh 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, permohonan izin dianggap disetujui. 

 
 

BAB VI 
KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN 

 
Bagian Kesatu 

Kewajiban Pemberi Izin 
 

Pasal 8 
 

Pemberi izin wajib: 
 
a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan 

terbuka; 
 

b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak 
diskriminatif; 
 

c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan; 
 

d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan; 
 

e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam 
melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan; 
 

f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal 
permohonan izin belum memenuhi persyaratan; 
 

g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi 
persyaratan; 
 

h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan 
 

i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala. 
                                                                                       
 
 

Pasal 9...                                        
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Pasal 9  
 

(1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 8 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada 
atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan 
alasan yang jelas. 

 
Bagian Kedua 

Kewajiban dan Hak Pemohon Izin 
 

Pasal 10 
 
Pemohon izin wajib: 
 
a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas 

kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin; 
 

b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan; 
 
c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;  
 
d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan 
 
e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.  

 
Pasal 11 

 
Pemohon izin mempunyai hak : 
 
a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan 

tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah 
ditentukan; 

 
b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-

lengkapnya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan; 
 
c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;  
 
d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan 

ramah; 
 
e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai 

standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; 
 
f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan 
 
g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai 

mekanisme yang berlaku.  
                                                                              

 

 

 

 

 

Bagian...                                          
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Bagian Ketiga 
Larangan 

 
Pasal 12 

 
Pemberi izin dilarang: 
 
a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan 

terganggu; 
 
b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan 

yang diberikan; 
 
c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-

undangan wajib dirahasiakan; 
 
d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan; 
 
e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan 
 
f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan. 
 

Pasal 13 
 

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada 
petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku. 
                   

BAB VII 
MASA BERLAKU,  PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN 

 
Pasal 14 

 
(1) Izin Gangguan berlaku selama usaha tersebut masih dilaksanakan/berjalan. 

 
(2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Izin 

Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin wajib 
melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. 

 
(3) Pendaftaran ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib diajukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum jangka waktu 5 
(lima) tahun berakhir. 

 
Pasal 15 

 

Orang pribadi atau badan yang memegang Izin apabila kehilangan Surat Izin 
Gangguan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk 
memperoleh duplikatnya. 
 

Pasal 16 
 

(1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin 
Gangguan dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada 
peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari: 
 
a. perubahan sarana usaha; 
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b. penambahan kapasitas usaha; 
 

c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau 
 

d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya 
setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan 
perubahan izin. 

(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi 
oleh pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Sintang dapat mencabut Izin 
Gangguan. 

 
 

BAB VIII 
PERAN MASYARAKAT 

 
Pasal 17 

 
(1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat 

berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi. 
 
(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; 
dan 
 

b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap 
lingkungan dan masyarakat. 

 
(3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan 

pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian 
akibat kegiatan dan/atau usaha. 
 

(4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 
mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan. 
 

(5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika 
berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan 
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
 

(6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                  BAB IX… 
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BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 
Bagian Kesatu 

Pembinaan 
 

Pasal  18 
 

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pembinaan 
termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, 
dan jaringan kerja. 
 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan 
daerah yang melalui: 

 
a. koordinasi secara berkala; 

 
b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; 

 
c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan 

 
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pelayanan perizinan. 
 

Bagian Kedua 
Pengawasan 

 
Pasal 19 

 

(1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan 
izin. 
 

(2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan 
oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan. 

 
(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang 

berwenang memproses izin. 
 
 

BAB X 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 20 

 
(1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada penanggung jawab 

usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah ini. 

 
 
 
 
 
 

(2) Sanksi… 
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
 

a. peringatan secara tertulis; 
 

b. paksaan penegakan hukum;        
                                                                                                                              

c. denda pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau 
sebagian kepada pelanggar; 

 
d. pembekuan izin; atau 

 
e. pencabutan izin. 

 
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetorkan ke Kas 

Daerah. 

 
BAB XI 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 21 
 

(1) Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan 
atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 
 

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang: 

 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenan dengan tindak pidana;  
 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan  mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang  dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana;  

 
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana;  
 

d. memeriksa buku, catatan  dan dokumen lain berkenan dengan tindak 
pidana;  

 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti tersebut;  

 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana;  
 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan  atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; 

 
h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak 

pidana; 
 

 
 

i. memanggil…  
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i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;  
 
j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tdak terdapat cukup 
bukti  atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
selanjutnya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya;  

 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 22 

 
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 14 

ayat (2), atau Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh 
juta rupiah). 

 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 
 

BAB XIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 23 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan 
sepanjang mengenai hal-hal yang mengatur mengenai Izin Gangguan, 
dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 24 
 

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 
ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 
 

BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 25 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
 
 
 
 
                        
 
 

Agar… 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang. 
 
 

Ditetapkan   di   Sintang 
pada tanggal  24  November  2010 

 
BUPATI SINTANG, 

 
 

            TTD 
        

 
MILTON CROSBY 

 
 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal  23  Desember  2010 
 
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, 
 
 
                TTD 
               
 
ZULKIFLI HAJI AHMAD 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 NOMOR 9 
 

 
  Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya 

An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang 

  Kepala Bagian Hukum, 

 

 

 

 

  G.A. ANDERSON, SH., MM 

                 PEMBINA 

      NIP. 19590617 199603 1 001 
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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG 
 

NOMOR       9     TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

IZIN GANGGUAN 
 
 
 

I. UMUM   
 
Penyelenggaraan tempat usaha di samping membawa dampak bagi 
peningkatan perekonomian di daerah, juga dapat membawa dampak positif 
maupun negatif bagi ketertiban, kenyamanan, kesusilaan, dan lingkungan di 
sekitarnya. Sehubungan dengan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh 
suatu kegiatan usaha, maka penyelenggaraan tempat usaha di Kabupaten 
Sintang harus diatur, diawasi dan ditertibkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Sintang. Hal tersebut antara lain dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Sintang dengan mengatur izin gangguan yang merupakan sarana 
pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian 
hukum dalam berusaha.  

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sintang dapat lebih menjamin iklim 
usaha bagi masyarakat yang bergerak di bidang kegiatan usaha, namun juga 
tidak mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dengan tetap 
melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan yang ada di 
sekitarnya. Oleh karena itu dalam penerbitan izin harus memperhatikan 
rencana tata ruang wilayah, mempertimbangkan peran serta masyarakat 
sekitar tempat usaha serta mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat 
yang berwenang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang dimintakan 
izin. 

Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang kewajiban-
kewajiban penyelenggara tempat usaha agar dalam pelaksanaannya tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan 
ketertiban umum. 

 
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sintang tentang Retribusi Izin Gangguan, karena 
keduanya saling mendukung dan saling melengkapi dalam rangka ketertiban 
dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan tempat usaha/kegiatan 
di Kabupaten Sintang.  

 

 

II. PASAL… 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 2  
Ayat (1) 
 

      Cukup jelas 
 

       Ayat (2) 
 

Huruf a 
 

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan 
kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola 
oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin 
Usaha Kawasan Industri. 

 
Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau 
kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya 
dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan 
bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, 
penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan 
pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau 
barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia 
lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. 

 
Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas 
tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi 
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 
 

Huruf b 
 

   Cukup jelas. 
 

Huruf c 
 
          Cukup jelas. 
 
Huruf d 
 
          Cukup jelas. 

Ayat (3) 
 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
 

     Cukup jelas. 
 

                   Ayat (5) 
 

          Cukup jelas. 
 

Ayat 6… 
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Ayat (6) 
 
      Cukup jelas. 
 

       Pasal 3 
 

Cukup jelas. 
      

Pasal 4 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 5 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 6 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 7 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 8 
 

Cukup jelas. 
 
       Pasal 9 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 10 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 11 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 12 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 13 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 14 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 15 
 

Cukup jelas. 
 

 
Pasal 16… 
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       Pasal 16 
 

Yang dimaksud pelaku usaha dalam ketentuan ini adalah orang  
pribadi atau badan yang memegang Izin. 

       
 Pasal 17 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 18 
 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 19 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 20 
 
       Ayat (1) 
 
      Cukup jelas. 
                                                     

  Ayat (2) 
 

     Huruf a 
 

      Cukup jelas 
 

Huruf b  

Paksaan penegakan hukum itu pada umumnya berwujud 
mengambil atau meniadakan, mencegah, melakukan, 
atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, 
diadakan, dijalankan, dialpakan, atau ditiadakan yang 
bertentangan dengan hukum. 

 
Paksaan itu harus didahului oleh suatu perintah tertulis 
oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila 
pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan 
paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan 
penegakan hukum terhadap pelanggar harus dengan 
tegas diserahi tugas tersebut. Paksaan penegakan hukum 
itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat 
perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat 
pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya 
dapat menimbulkan kerugian atau penderitaan. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Huruf c… 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “denda pembebanan biaya 
paksaan penegakan hukum” dalam ketentuan ini adalah 
sanksi tambahan yang dapat dikenakan, dalam bentuk 
pembebanan kepada pelanggar dengan biaya seluruhnya 
atau sebagian, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah 
Daerah untuk melakukan paksaan penegakan hukum  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. Jumlah 
denda dapat disesuaikan dengan perkembangan tingkat 
kemahalan hidup. Sanksi berupa denda pembebanan 
biaya ini di luar ketentuan yang diatur dalam ketentuan 
pidana. 
 

Huruf d 

            Cukup jelas. 

                Huruf e 

        Cukup jelas. 

           Ayat (3) 

             Cukup jelas. 

       Pasal 21 
Cukup jelas. 

 
       Pasal 22 

Ayat 1 
Pengertian “setiap orang” dalam ketentuan ini mencakup 
orang pribadi atau badan. 
 

Ayat 2 
   Cukup jelas. 
 
       Pasal 23 

Cukup jelas. 
 

       Pasal 24 
Cukup jelas. 
 

       Pasal 25 
        Cukup jelas. 
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